GUBERNUR SULAWESI UTARA

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA

NOMOR 42 TABUN 2020
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA

Menimbang

Mengingat

NOMOR 16 TAHUN 2018 TENTANG REKLAMASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI UTARA,

bahwa agar pembangunan reklamasi dilaksanakan secara
berdaya guna dan berhasil guna, perlu dilakukan perubahan
atas Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 16 Tahun 2018
tentang Reklamasi.

1.

Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 jo. Undang-
Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang antara lain
Pembentukan Propinsi Tingkat | Sulawesi Utara {Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 151,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
2102),

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan
Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002
Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 424 7);

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4725);

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan
Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4789)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-
Pulau Kecil {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4739);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009  tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5059);
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Undang-Undang  Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014  tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomo!' 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia NoMor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir delgan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahall Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
294, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
S603);

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun
2017 tentang Perubahan Atas Peraluran Pemerintah Nomor
26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6042);

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang
Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21);

Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentag
Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional
Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 125);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang lIzin
Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5285);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2013 tentang
Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 8, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia);

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan
Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6173);
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15. Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2012 tentang
Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulay Kecil
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor
267);

16. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2017 tentang Rencana
Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara di Provinsi Sulawesi
Utara, Provinsi Gorontalo, Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi
Kalimantan Timur, dan Provinsi Kalimantan Utara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor
23);

17. Peraturan Menteri Kelautan dan  Perikanan Nomor
17 /PERMEN-KP/2013 tentang Perizinan Reklamasi di
Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 900) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan
Perikanan Nomor 28/PERMEN-KP/2014 tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor
17 /PERMEN-KP /2013 tentang Perizinan Rekiamasi Wilayah
Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 1160);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indenesia Tahun 2015 Nomor 2036);

19. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor
23 /PERMEN-KP /2016 tentang Perencanaan Pengelolaan
Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Berita Negara
Republik Indenesia Tahun 2016 Nomor 1138);

20. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 3 Tahun
2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah (RPJPD) Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2005-2025,

21. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 1 Tahun
2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi
Utara Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi
Utara Tahun 2014 Nomor 1);

22. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 1 Tahun
2017 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-
Pulau Kecil Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2017-2037
(Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2017
Nomor 1};

23. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 16 Tahun 2018
tentang Reklamasi (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Utara
Tahun 2018 Nomor 10},

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN  ATAS
PERATURAN GUBERNUR SULAWES] UTARA NOMOR 16 TAHUN
2018 TENTANG REKLAMASI
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PASAL 1|

Ketentuan dalam Pasal 15 ayat (5} Peraturan Gubernur Sulawesi
Utara Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Reklamasi (Berita Daerah
Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2018 Nomor 10) diubah sebagai
berikut :

Pasal 15

{9) Pemegang izin pelaksanaan reklamasi wajib mengendalikan
air dari daratan yang secara teknis terpengaruh pembangunan
reklamasi untuk bisa disalurkan menuju laut, sehingga tidak
menimbulkan terjadinya banjir dilengkapi dengan kajian dan
rencana teknis drainase Kawasan sesuai standar teknis yang
berlaku.

Pasal 1II
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita
Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

Ditetapkan di Manado
Pada tanggal 8 Juni 2g)9

GUBERNUR SULAWESI UTARA

&« PI

OLLY DONDOKAMBEY

Diundangkan di Manado

pada tanggal g ;... 5059

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI] UTARA

EDWIN HARMINTO SILANGEN 1

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2020 NOMOR 42 ‘




